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ABSTRAK
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MT. Tebal Skripsi: 76 halaman.

Zakat berarti pertumbuhan, pertambahan, penyucan genghargaan (pujian). Berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2008 tentangefolaan zakat para pegawai negeri sipil
di Kota Padang Panjang dilakukan pemotongan lamgsleh pemerintah dengan menunjuk
bendaharawan instansi terkait untuk pemungutant zd@ selanjutnya disetorkan ke rekening
Badan Amil Zakat (BAZ). Tujuan dari penelitian inntuk mendeskripsikan resistensi dan
adaptasi guru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pdélangng terhadap pemberlakuan zakat.

Penelitian menggunakan teori Konflik, yang dipelop&alp Dahrendorf. Metode yang
digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitideskriptif. Dalam pengumpulan data
digunakan teknik observasi dan wawancara mendal@amilihan informan dengan
menggunakarpurpossive sampling (disengaja). Unit analisis adalah satuan kerja rugeat
daerah (SKPD) seperti Kabag Hukum Kantor Walikodéaldhg Panjang, sekretaris BAZ Kota
Padang Panjang, guru SMA N 2 Padang Panjang. Asdidéa menggunakan metode deskriptif
yakni data yang diperoleh dilapangan disusun sesiatamatis dan disajikan secara deskriptif,
sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tggatang fenomena yang terjadi dan
akhirnya dapat memberi kesimpulan. Data yang didd@mnalisa dengan teknik trianggulasi
Kabag Hukum Kantor Walikota Padang Panjang.

Dari hasil temuan di lapangan dapat disimpulkanMaahentuk resistensi atau penolakan yang
terjadi di kalangan guru dan pegawai berupa keeragggamaksudnya para guru atau pegawai
bukan enggan untuk membayarkan zakat, akan tetggae untuk membayar zakat ke BAZ
karena berbagai alasan seperti mereka sudah meaipungtahik zakat, zakat sudah diberikan
kepada seorang anak asuh, membayar zakat merupagatiaran seseorang, apabila seseorang
sadar zakat merupakan kewajiban tentunya ia suglayapsasaran zakat, selain itu karena alasan
zakat sama dengan membayar pajak. Penyebab paranglekukan resistensi atau penolakan
adalah karena keberatan dan takut terkena sangsitdsan atau pemerintah. Selain itu mereka
juga kurang yakin dengan proses pendistribusiaratzégedangkan bentuk penerimaan atau
adaptasi guru dan pegawai adalah berupa penerirR@ada No. 7 tahun 2008 tentang
pemberlakuan zakat dengan pemotongan zakat pre@&msar 2,5% setiap bulannya, yang
dipotong langsung oleh bendaharawan gaji. Selainalidasan para guru menerima kebijakan
tersebut karena mereka sadar bahwa mengeluarkatwveajb bagi setiap muslim yang mampu,
dengan adanya kebijakan tersebut memudahkan para dglam membayar zakat. Karena
mereka sadar bahwa membayar zakat merupakan ibadeh bernilai sosial yang potensial
dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat urgukijpdkan kesejahteraan sosial.



BAB |

PENDAHULUAN

I.I LATAR BELAKANG

Zakat secara etimologi berarti pertumbuhan, pergdrab, penyucian, dan penghargaan
(pujian). Sedangkan secara terminologi ialah merggkan sejumlah harta tertentu, sesuai
ketentuan syariat kepada orang-orang tertentu deceya yang telah ditentukan (Khalid bin Ali
al_Musyaiqih). Zakat adalah satu ibadah kepadahAIBWT sekaligus sebuah aktivitas
ta’awuniyah (tolong menolong) sesama manusia. Melakat Allah mewajibkan setiap insan
muslim untuk menyucikan jiwa dan diri mereka dengalan mengeluarkan sebagian harta
kekayaan. Seorang muslim yang diberikan anugeralipheharta benda akan mensyukurinya

dengan berbagai cara. Caranya dengan zakat, infeégdekah, maupun wakaf

(http://www.indralasmana.co.¢aiakses 20 Juli 2010).

Pada hakikatnya zakat adalah ibadah. Ibadah adegsia sesuatu yang dilakukan dalam
rangka untuk menjadi pribadi muslim yang taat kepatiah SWT. Zakat bisa dijadikan sebagai
pengukur ketaatan seseorang dihadapan Allah SWKat Zaenurut Abdurrahman Qadir adalah
ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmahmdafaat yang sangat besar dan mulia,
baik yang berkaitan dengan orang yang berzakatgkhi)z penerima zakat (mustahik), harta
yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat eseliruhan

(http://asepcuwantoro.wordpress.cainakses 21 Juli 2010)

Zakat merupakan sejumlah kadar tertentu dari heg dimiliki yang wajib diberikan

kepada orang-orang yang berhak. Harta yang dim&ksudisini adalah segala sesuatu yang



berkenaan dengan kebendaan yang dimiliki, maupsoase yang secara ekonomis dapat
menopang dan menjadi sumber penghidupan manusitamDéslam, zakat diwajibkan

menghindari akumulasi modal (kekayaan) oleh sesgoetau sekelompok orang tertentu.
Walaupun tidak melarang umatnya menjadi kaya, ajilam pada dasarnya tidak menghendaki
ketidakadilan distributif atas kepemilikan modallasha umatnya, sehingga dikelurkan sebuah
mekanisme zakat untuk mencegah hal tersebut. Keiililan maksudnya adalah menunjukkan
adanya jarak (gap) antara yang kaya dan miskimdiso ini merupakan ketimpangan yang
dapat menyebabkan kemunduran umat, baik secaraomk®n sosial maupun spiritual

(http://journal.uii.ac.id/index.phpi akses 21 Juli 2010).

Islam merupakan agama yang mensyariatkan tanggualgjaosial kepada umatnya,
karena dengan hal tersebut seseorang akan menetasiarketaqwaan dalam bentuk solidaritas
kemanusiaan, memandang manusia lain sebagaimaren Tabanciptakan fitrah manusia itu
bukan karena status sosial yang melekat padanydaditan zakat dianggap mampu
mewujudkan sebuah umat yang berkeadilan sehinggart®iruan sosial dapat dihindari. Begitu
pentingnya masalah zakat bagi kelangsungan marse@gga menuntut pengelolaan secara
professional oleh sebuah institusi yang dijalankemdasarkan prinsip dasar kemanusiaan,
mewujudkan keadilan yang secara distributif menkla@rikesempatan yang sama untuk dapat
hidup dalam kebercukupan.

Dalam konteks ini, bijaksana memikirkan prospek pangunan berbasis zakat, sebagai
sebuah mekanisme pemberantasan kemiskinan yangadng@ermasalahan objektif masyarakat
saat ini. Prospek yang dimaksud adalah bagaimameujmgkan kemandirian masyarakat baik
secara ekonomis maupun sosial melalui mekanismat zldngan kompleksitas masalah yang

melingkupinya. Agama pada dasarnya tidak hanya ntatikeshalehan individual saja, yang



akan selesai dengan hanya melaksanakan kewajilmabahlaerdasarkan ayat-ayat Alquran dan
sesudah itu selesai, tetapi lebih pada proses mmrhlan kepedulian dan keshalehan sosial
serta peduli terhadap sesama masyarakat.

Konsep kepedulian sosial dalam hal penyaluran zékahubungan dengan suatu
persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adadatoplan dualisme zakat dan pajak yang
harus ditunaikan warga negara yang Muslim. Sebalgesar ulama figh memandang bahwa
zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbedadinmungkin dipersatukaZakat dalam
ajaran agama Islam merupakan salah satu perin@maagBegitu pentingnya zakat sehingga
dalam rukun Islam mendapat urutan ketiga setelahalat dan shalat. Tidak mengherankan
tujuan diturunkan Islam oleh Allah SWT kepada mamudiantaranya adalah perintah
mendirikan shalat dan zakat.

Perintah shalat disertai dengan zakat kurang bedjerhatikan oleh masyarakat.
Kesadaran dan pemahaman terhadap perintah berpasih rendah. Masyarakat belum
mendudukkan perintah zakat sejajar dengan shasamtaHal Alquran menampilkan perintah
shalat dan zakat secara bersamaan, maka ia menupatkakesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Semenjak 14 abad yang lalu, zakat merupakan sal@ahigstrumen yang dianggap mampu
mengatasi krisis ekonomi masyarakat. Dalam impleasémya zakat tidak sebatas rukun Islam,
melainkan mempunyai efek dalam kehidupan masyaraé&atitama dalam mengangkat garis
kemiskinan.

Banyak fenomena sekarang berkaitan dengan masakaimhzakat, seperti hal-hal yang
berhubungan dengan zakat surat berharga, kepemildaham, bonus akhir tahun, dan
pengembangan harta zakat oleh otoritas pengelelandsuk didalamnya, soal bolehkah harta

zakat dikembangkan untuk sektor produktif? BolehKadwrta zakat dikembangkan oleh



pemerintah? Serta hal-hal yang berkaitan dengaat zandapatan bulanan (zakat profesi) yang
kini menjadi bagian dari kehidupan manusia modgthalid bin Ali al-Musyaigih, 2010 : XII)

Sementara itu, teori konflik berhubungan dengarkgebangan dan perubahan sosial
sehingga peneliti dapat menjelaskan dan menghulamnga dengan perkembangan teori ini,
lebih lanjut penyebaran dan penerimaan jelas diergepanjang waktu. Jika instansi
pemerintahan mengeluarkan Perda No. 7 tahun 2008ang pengelolaan zakat
mengkomunikasikannya dengan masyarakat dan bergabudengan sebuah kebijakan baru
dalam suasana sistem sosial tertentu, maka disam terjadi penerimaan atau penolakan oleh
individu kedua. Jika ia menerima, biasanya seofadgidu akan melewati 5 tahap yaitu :
menyadari, tertarik, menilai, mencoba dan akhirmganerima. Jadi penerimaan meliputi
penerimaan oleh individu (Lauer, 1989 :228). Se#angresistensi berupa penolakan oleh
individu terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pentah Daerah.

Pengembangan Peraturan Daerah yang dikeluarkanripgahe daerah tidak semua
diterima pegawai secara lugas, namun ada bebeem@avpi yang menolak atas perda tersebut.
Adapun deskripsi ungkapan adanya pegawai yang e i@sistensi) atas perda tersebut adalah
para pegawai yang biasanya membayarkan zakatnyeliarga terdekat yang tidak mampu,
kini zakatnya langsung dipotong oleh bendaharaveakait setiap bulannya dan kemudian
disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat (BAZ) yaalah ditunjuk pemerintah daerah. Dalam
ilmu sosial, konsep resistensi juga dipakai dalaranjelaskan realitas sosial. Resistensi
merupakan sebuah perlawanan atau strategi untugkulkumhkan eksistensi seseorang atau suatu
komunitas. Ini menunjukkan perubahan yang signifikan bagi apgregawai karena
dibentuknya perda tersebut, karena mau tidak mi@apseulannya akan dilakukan pemotongan

zakat sebesar 2,5% yang dipotong langsung olehabengwan instansi terkait. Hal ini sama



kaitannya dengan yang dikemukakan Scott mengemaiakan yang sekurang-kurangnya

melibatkan suatu pengorbanan perorangan atau HKolekigka pendek supaya diperoleh

keuntungan bersama yang berjangka lebih panjangrilah yang disebut dengan resistensi.

Resistensi dimaksudkan untuk melunakkan atau miertalatutan yang dikenakan oleh satu

kelas tertentu (Scott, 1993: 303) disini yang disuekadalah Pemerintah Kota (Pemko) Padang
Panjang yang mengeluarkan kebijakan terhadap e@@yai negri sipil. Disini bentuk resistensi

yang terjadi adalah berupa penolakan terhadap dlnj yang diberlakukan pemerintah

mengenai tata kelola zakat. Dimana setelah dikatusfa Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun
2008 ini pengelolaan zakat para pegawai dilakukamgtongan langsung oleh pemerintah
dengan menunjuk bendaharawan instansi terkait uperkungutan zakat dan selanjutnya
disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat (BAZ) yaelgh dibentuk pemerintah kota.

Dalam realitasnya, zakat yang kita jumpai ada ¢aéy zakat fitrah dan zakat maal
(harta). Namun, sebuah fenomena yang harus dipikikembali eksistensinya dalam zakat yaitu
adanya zakat profesi. Zakat profesi dikeluarkanagab konsekuensi dari pekerjaan atau
profesionalitas seseorang yang diukur berdasarksab hatau standar tertentu. Pada bulan
Ramadhan, setiap muslim diwajibkan mengeluarkanatzdikrah untuk mensucikan diri,
sementara zakat harta dapat dikeluarkan pada vkaltan saja, jika telah mencapai hisabnya

(http://journal.uii.ac.id/index.php/Fenomena/articiew/1128 diakses 21 Juli 2010).

Yang dimaksud disini adalah upah kerja yang sedna diterima setiap bulannya oleh
pegawai. Pada umumnya mereka menerima gaji buldmatgn tahunan atau dua bulanan.
Untuk mengetahui bagaimana menghitung zakat petetapgaji, maka harus diuraikan
perolehan harta dimaksud dalam masa satu tahuf),(apakah masa haulnya diperhitungkan

tersendiri, atau dihitung mulai (awal) masa kep#dauil (Khalid bin Ali al-usyaiqgih, 2010 : 21).



Misalkan seorang pegawai menerima gaji pada bwanali Rp. 5.000.000, pada bulan
Februari Rp. 5.000.000, pada bulan berikutnya jepga5.000.000, dan demikian selanjutnya.
Disini terdapat dua pandangan, dalam pandangan fidana masa haulnya dimulai sejak
pertama kali ia menerima gaji, yaitu pada bularudanDengan demikian, seluruh pendapatan
gajinya dihimpun dalam satu masa haul. Sedangklmd¢@an Jumhur berpendapat, setiap kali
menerima gaji masing-masing dihitung tersendiri jedinsatu masa haul. Maka, gaji bulan
Januari wajib dikeluarkan zakatnya pada bulan Jgndemikian selanjutnya. Masing-masing
pendapatan gaji dihitung tersendiri menjadi satsarteaul. Disini timbul kesulitan secara teknis,
sehingga Komisi Tetap Fatwa Arab Saudi mengeluafatma, bahwa sebaiknya setiap orang
menentukan sendiri batas waktu serta menghiturgpbgumlah perolehan gaji yang mencapai
satu masa haul untuk melaksanakan kewajiban zagat pada waktunya. Adapun harta yang
belum mencapai satu masa haul, hendaklah disegerakatnya (Khalid bin Ali al-Musyaiqih,
2010 : 24-25).

Oleh karena itu pemerintah bersama masyarakat Wwajkan untuk meningkatkan
sumber daya manusia, karena Islam mengajarkan &epadusia untuk saling tolong menolong
dalam kebaikan. Sebagai salah satu program peweriglam mengentaskan kemiskinan,
pemerataan pendapatan, mempersempit kesenjangal, saembantu mengurangi jumlah
pengangguran, dan peningkatan kualitas pendidikg@ranan zakat tidak hanya untuk
pengentasan kemiskinan, akan tetapi juga bertujudnk mengatasi masalah-masalah sosial,
membersihkan masyarakat sosial secara umum, serpotbnsi sebagai jejaring (bangunan
kebersamaan atau solidaritas).

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah soal pemagfo zakat yang baik sehingga

memenuhi aspek pemerataan. Seperti yang terjddaldiysia dapat dijadikan contoh. Di negara



tersebut, zakat sangat berpengaruh signifikan defhgenurunan angka kemiskinan. Di awal
tahun 2000, di Kuala Lumpur terdapat 410.000 kepadtuarga miskin. Kemudian para

pengelola resmi zakat Malaysia bernama PPZ (PusagU?an Zakat) memberdayakan para
muzakki untuk menyalurkan zakatnya kepada mustaHdsilnya, akhir tahun 2005 jumlah

orang miskin Malaysia tinggal 1000 kepala keluarBadahal kriteria kemiskinannya jauh
berbeda dengan Indonesia. Di Malaysia yang diseliskin masih mempunyai tiga kamar,

mempunyai televisi, dan sepeda motor. Mereka disebskin hanya karena belum mampu
menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi fDHgifidhuddin dkk, 2008 : 6).

Perbandingan lain dapat kita lihat di Negara ke@hg kaya raya yaitu, Brunei
Darussalam dengan pendapatan perkapitanya merg&@yad00 mampu mengelola dana zakat
secara amanah dan profesional. Sejak 1993 hing@, Réuntungan dari simpanan dana zakat
di tempatkan di Bank Islam Brunei Darussalam daib T&abung Amanah Islam Brunei),
deviden yang dihasilkan dari jumlah yang disimpafach dua lembaga keuangan tersebut
selama 15 tahun
terakhir telah mencapai $ 98 juta (http://www.vtais.com/news/brunei/2009/10/09, di akses 5
Oktober2010).

Sementara itu, perkembangan yang menarik di Ind@rmghwa pengelolaan zakat kini
memasuki era baru, yaitu dikeluarkannya Undang-oggang berkaitan dengan zakat sekaligus
pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-undan@8 tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat, yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Zgleestal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemikian
bahwa tentang harta yang termasuk dalam obyek.Z&mentara dalam Undang-undang pajak,
dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk ntekan besarnya penghasilan kena pajak

bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usahg tétlak boleh dikurangkan; harta yang



dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisagaeisna dimaksud dalam pasal 4 ayat (3)
huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang
pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajadtabadalam negeri yang dimiliki oleh
pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dembaga Amil Zakat (LAZ) yang
dibentuk dan disahkan oleh pemerintah (Didin Hafattin dkk, 2008 : 11).

.2 PERUMUSAN MASALAH

Di Indonesia persoalan yang muncul atas zakat aegar Pertamgeran zakat sebagai
salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleatuslam yang mampu (muzakki) hanya
menjadi kesadaran personal. Membayar zakat merop&kéajikan individual dan lebih
mementingkan dimensi keakhiratan. Keduagningkatnya kesadaran umat Islam dalam
membayar zakat tidak disertai dengan pengumpulan pgayaluran yang terencana secara
komprehensif. Bagaimana zakat yang punya peranasgegting dalam menentukan ekonomi
umat bisa dapat terkelola dengan baik dan profeabkjoroduktif. Ketigasisi pendukung legal
formal kita kurang proaktif dalam melihat potenakat yang sekaligus sebagai aplikasi dari
ketaatan kepada agama bagi umat Islam.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang melaluibdgai upaya menyusun,
merencanakan dan melaksanakan berbagai progrank petigentasan kemiskinan di Kota
Serambi Mekah ini, dengan mengeluarkan PeraturamabaPerda) No. 7 tahun 2008 tentang
pengelolaan zakat, maksud dan tujuan dari Perdsgrdén dan kegiatan yang dilaksanakan
secara bertahap agar dapat menurunkan jumlah galmaiskin. Dalam hal lingkup kewenangan
pengumpulan zakat tersebut maka pemerintah KadarfgaPanjang mengeluarkan kebijakan
yaitu khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negjgil, penyelenggara pemerintah lainnya

dan Pegawai BUMN/BUMD (muzakki) dikumpulkan olehriB@harawan Gaji (Bendaharawan



Unit Pengumpul Zakat)
atas persetujuan dari yang bersangkutan, yangriyesar5% dan selanjutnya disetorkan ke reke

ning Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada pada Bank yaigh ditunjuk ittp://zakat.al islam. co

m/def/default.asp?l=ind&filename=Quest/desc/iteitefh3/descldiakses 25 Juli 2010).

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertantuk melakukan penelitian ini
bagaimana fenomena tata kelola zakat yang terjaciagyarakat, khususnya pegawai negeri
sipil (PNS) di Kota Padang Panjang. Dengan demiki@ntanyaan penelitian ini adalah
resistens dan penerimaan guru terhadap Peraturan Daerah No. 7 tahun 2008 di Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Padang Panjang.

.3 TUJUAN PENELITIAN
[.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian ini untuk mendeskkgns resistensi dan penerimaan
guru terhadap Pemberlakuan Peraturan Daerah Nahuht2008 di Sekolah Menengah Atas
Negeri 2 Padang Panjang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mendeskripsikan kelompok guru yang menolak (ressjedikeluarkannya perda tentang
pemotongan zakat oleh pemerintah serta sebab-gabatara penolakannya.

b. Mendeskripsikan kelompok guru yang menerima dikéranya perda tentang pemotongan

zakat oleh pemerintah serta sebab-sebab dan cagampeannya.



1.4 MANFAAT PENELITIAN
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan referensi terhadap peneliti
sendiri.
2. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat ba paneliti lainnya yang tertarik untuk

memahami lebih dalam tentang permasalahan ini.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kglok guru yang menolak
dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pemotongkat oleh pemerintah serta sebab-sebab
dan cara penolakannya, mendeskripsikan kelompoki giang menerima dikeluarkannya
Peraturan Daerah tentang pemotongan zakat oleh ripgae serta sebab-sebab dan cara
penerimaannya. Dari hasil penelitian dan analida gang dilakukan, maka ditarik beberapa

kesimpulan :

l. Kelompok guru yang menolak (resistensi) dikeluark@nPeraturan Daerah tentang
pemotongan zakat oleh pemerintah serta sebab-gabatara penerimaannya.

1. Resistensi merupakan sebuah perlawanan, penolakan atrategi untuk
mengkukuhkan eksistensi seseorang atau suatu ktasumentuk resistensi atau
penolakan yang terjadi disini adalah keengganaksutiya para pegawai dan guru
bukan enggan untuk membayarkan zakat, akan tetapen& enggan untuk
membayarkan zakat ke Bazda Kota Padang Panjangakalasan mereka sudah
mempunyai mustahik atau sasaran zakat.

2. Kebutuhan masing-masing pegawai atau guru adalabetbe-beda. Maka gaji
seorang pegawai yang telah memenuhi ketentuan zaletna kewajiban untuk
mengeluarkan sebagian dari penghasilannya. Akapitetlak semua guru menerima
kebijakan Pemerintah daerah tentang pemotongarugajk zakat profesi. Dimana

pada awal dikeluarkannya Peraturan Daerah tidakkiseglru yang melakukan



resistensi atau penolakan terhadap peraturan smeri& tidak semua pegawai dan
guru setuju untuk mengeluarkan zakat dari gajirgr@hka alasan-alasan tertentu. Ada
sebagian kecil yang merasa keberatan untuk mengaluaakat dari gajinya karena

alasan ekonomi.

. Pelaksanaan zakat pada Sekolah Menengah Atas NEgdPadang Panjang

pemotongannya disamaratakan yaitu sebesar 2,5 Pgajarya. Dan itu dikenakan
kepada semua pegawai dan guru, tidak memandanglagal dari pegawai itu telah
mencapai nisab atau tidak. Yang jelas setiap pdagdeama guru dipotong gajinya
sebesar 2,5 %.

Kelompok guru yang menerima dikeluarkannya Peratuf@aerah tentang

pemotongan zakat oleh pemerintah serta sebab-gabatara penerimaannya.

. Yang dimaksud adalah penerimaan para guru atauwaegaegeri sipil daerah

terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang Panjentartg pemotongan zakat
profesi sebesar 2,5 % setiap bulannya, yang laggdipotong oleh bendaharawan
gaji masing-masing instansi atau sekolah yang ad&oth Padang Panjang. Para
pegawai negeri diharapkan untuk dapat menerimajdien pemerintah terhadap

Peraturan Daerah No. 7 tahun 2008.

. "Mengenai hal pemotongan zakat profesi oleh pertadrimi para pegawai dan guru

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padang Panjangnientmemiliki argumen serta
pendapat mengapa mereka secara langsung mau merignaturan Daerah tentang

pemotongan gaji 2,5% untuk dibayarkan zakatnya.

. Pemerintah Kota Padang Panjang sangat menghardy@gaimana potensi zakat

yang ada di Padang Panjang dapat dikelola lebihtbaitama kepada para muzakki



yang masih belum menyalurkan zakatnya melalui lg@abBazda Kota Padang
Panjang. Keadaan seperti ini hendaknya menjadofgd¢&ndorong bagi pengurus
BAZ untuk dapat mengelola potensi ini dengan baik dransparan dengan cara
selalu menginformasikan setiap perkembangan zadag yerkumpul serta kepada
siapa zakat tersebut disalurkan. Jika hal ini suditdkukan oleh pengurus BAZ,
mungkin kemiskinan yang dirasakan oleh sebagiagaviota Padang Panjang dapat
teratasi.

4. Walaupun telah terjadi pro dan kontra terhadapjakdn mengenai pemberlakuan
zakat tersebut namun terhitung Agustus 2010 kednmijdaklah dijalankan yaitu berupa

pemotongan gaji sebesar 2,5 % setiap bulannya.

4.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis dalagneltian ini adalah kita
mengetahui bahwa berbagai alasan diungkapkan oiehman apa yang menyebabkan mereka
menolak atau melakukan resistensi terhadap kebijgemerintah tentang pemotongan gaji
untuk zakat 2,5% dan alasan informan bersedia @aadbptasi terhadap kebijakan tersebut.
Akan tetapi setelah dilakukan berbagai bentuk himbadan sosialisasi maka seluruh guru dan
pegawai yang ada di SMA N 2 Padang Panjang sudatedia dipotong gajinya untuk zakat
profesi terhitung Agustus 2010. Tentunya disiniy@nharapan para guru dan pegawai negeri
sipil lainnya, pemerintah hendaknya bisa melakukafthal yang membuat para guru dan

pegawai yakin zakat yang mereka keluarkan bermadé&agan cara :

a. Proses pendistribusian dan penyaluran zakat diferbanjadi lebih transparan.



b. Supaya mustahik yang biasanya diberi zakat olelapsefuru sebelum adanya

kebijakan ini bisa masuk ke daftar penerima zakatditanggung oleh Bazda.
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